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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), perlu menyelenggarakan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
memadai dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja Kementerian Keuangan;

bahwa dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja
dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian
Keuangan secara berkelanjutan, perlu melakukan
evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian
Keuangan;

bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi, ketentuan,
dan praktik terkini dalam penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Kementerian = Keuangan, perlu  menyempurnakan

petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas
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Mengingat

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Keuangan, yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Keuangan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas
analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk
tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja
Kementerian Keuangan;

Laporan Hasil Evaluasi, yang selanjutnya disingkat LHE
adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan
informasi pelaksanaan SAKIP dan evaluasi atas kinerja
unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data

sebagai bahan perbaikan; dan
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(1)

(2)

Kertas Kerja Evaluasi, yang yang selanjutnya disingkat
KKE adalah media  yang digunakan untuk
mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dokumen
yang dikumpulkan, serta simpulan dari setiap tahapan

Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang lingkup Evaluasi atas Implementasi SAKIP terdiri
dari:
a. evaluasi tingkat kementerian; dan
b. evaluasi tingkat Unit Eselon I.
Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap komponen
manajemen dan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian Keuangan dengan mengacu pada ketentuan
mengenai pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP
yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan dengan tujuan:

a. memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP;

b.

C.

menilai tingkat implementasi SAKIP;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
implementasi SAKIP; dan

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas

Implementasi SAKIP periode sebelumnya.



